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ABSTRAK

Kejaksaan Agung RI adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota
Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab secara langsung di bawah
Presiden dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik
Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang memiliki
wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai
salah satu lembaga negara dalam penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan
dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan
hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi (penyalahgunaan keuangan negara
dan/atau rakyat), kolusi (kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji), dan
napotisme (kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri terutama
dalam jabatan di lingkungan pemerintahan). Keadilan Restoratif atau Restorative
Justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang
dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat
Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif atau restorative justice
merupakan alternatife penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata
cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog
dan/atau mediasi yang melibatkan pelaku dan korban untuk menciptkan kesepakatan
atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun
pelaku. Menurut perspektif hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan
maksud memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, baik perorangan maupun
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan,
penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam
pengadaan, gratifikasi.

Kata Kunci: Kejaksaan Agung RI, Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Kebijakan
Restoratif.



ABSTRACT

The Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia is a public prosecutor’s
office based in the Capital City of the Republic of Indonesia, which is directly
responsible under the President and whose jurisdiction covers the territory of the
Republic of Indonesia. The Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia is a state
institution that exercises state power, especially in the field of prosecution. As a body
that has the authority to enforce law and justice, the Prosecutor's Office is led by the
Attorney General who is elected by and responsible to the President. The Prosecutor’s
Office as one of the state institutions in law enforcement is required to play a greater
role in upholding the rule of law, protecting the public interest, upholding human
rights, and eradicating corruption (misuse of state and/or people’s finances),
collusion (secret cooperation for dishonest purposes), and napotism (the tendency to
prioritize one’s own relatives, especially in government positions). Restorative Justice
or Restorative Justice is one of the principles of law enforcement in resolving cases
that can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the
Supreme Court in the form of policy enforcement (Supreme Court Regulations and
Supreme Court Circulars), but its implementation in the criminal justice system in
Indonesia has not yet been implemented. Optimal. Restorative justice or restorative
justice is an alternative to resolving criminal cases which in the criminal justice
procedure mechanism focuses on punishment which is converted into a dialogue
and/or mediation process involving the perpetrator and the victim to create an
agreement on the settlement of criminal cases that is fair and balanced for both the
victim and the victim. Perpetrator. According to the legal perspective, corruption is
an act against the law with the intention of enriching oneself and or other people, both
individuals and corporations that can harm state finances, bribery, extortion,
embezzlement in office, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement,
gratuities.

Keywords: Attorney General of the RI, Policy Regulations (beleidsregel), Restorative
Justice.
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